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BAB I 

PENDAHULUAN 

A Latar belakang 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria 

sepanjang tahun 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang 

tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia. Jika di tahun sebelumnya tercatat 252 konflik agraria, 

maka terdapat peningkatan signifikan di tahun ini, hampir dua kali lipat angkanya. Jika di rata-rata, 

maka setiap hari terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik. 

Perkebunan masih tetap menjadi sektor penyebab tertinggi konflik agraria, disusul sektor properti, 

lalu di sektor infrastruktur, kemudian, di sektor kehutanan, sektor tambang, sektor pesisir dan 

kelautan, dan terakhir sektor migas dan pertanian (KPA, 2016). 

Konflik Agraria tahun 2016 banyak terjadi karena: (1) pada aras regulasi tidak terjadi 

perubahan paradigma dalam memandang tanah dan sumber daya alam (SDA). Tanah dan SDA 

masih dipandang sebagai kekayaan alam yang harus dikelola oleh investor skala besar baik 

nasional maupun asing; (2) Korupsi dan Kolusi dalam pemberian konsesi tanah dan sumber daya 

alam; (3) belum berubahnya aparat pemerintah khususnya Kepolisian, Pemda dalam menghadapi 

konflik agraria di lapangan.  

Kemudian pendekatan kekerasan dan prosedur yang melampui batas masih sering 

dilakukan. Konflik agraria, baik dari segi jumlah, luasan, maupun korban masih tercatat tinggi. 

Minimnya kanal penyelesaian konflik yang berkeadilan menyebabkan konflik-konflik tersebut sulit 

menemukan titik terang penyelesaian (KPA, 2016). 

Hasil penyampaian materi penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik serta perkara 

pertanahan (kasus Pertanahan) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2020, 

secara kuantitaif konflik pertanahan 2015 s/d 2019  masih relatife tinggi yaitu sejumlah 9.124 

Kasus, Kasus Selesai: 3.179 kasus, Proses: 3.100 kasus, Blank: 1.958 kasus, sedangkan pada Tahun 

2019 terdapat sisa 3.100 kasus, dan muncul kasus baru 2.347 kasus. Sementara dilihat dari target 

penanganannya berdasarkan  jenis kasusnya dapat dikelompokan menjadi  1.500 Kasus, Selesai  : 
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1.291 kasus [86 %) dengan kriteria:  K1: 461 kasus (35 %), K2: 479 kasus (31 %), K3: 351 kasus (234 

%). 

Kemudian berdasarkan tipologi penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang 

masuk ke Direktorat Jenderal VII Kementerian ATR/BPN dapat penulis gambarkan dalam  Tabel 1 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1: Tipologi Kasus Pertanahan yang ditangani oleh Kementerian ATR/BPN  

 

Sumber: Bahan Penyampaian Dirjend VII Rakernas Kem. ATR/BPN RI, 2020. 

 

Tingginya konflik ini disebabkan oleh adanya ketimpangan penguasaan sumber daya alam 

antara masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber ekonomi berbasis sumber daya alam 

(tanah, hutan, perkebunan, jasa lingkungan dll) dengan penguasaan oleh sektor bisnis, khususnya 

sektor industri skala besar perkebunan, kehutanan dan pertambangan, dan penguasaan oleh 

negara yang masih menegasikan adanya hak-hak masyarakat adat/lokal (tenurial, tradisional, 

ulayat). 
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Konflik angraria terjadi bukan saja karena benturan kepentingan para pihak dalam praktik 

di lapangan, melainkan dipicu oleh kebijakan negara yang memang belum mengakomodir secara 

serius klaim pengelolaan sumber daya alam secara adat atau tradisional oleh berbagai komunitas 

lokal yang hingga kini masih mewarisi tradisi penguasaan lahan secara turun temurun baik 

individual maupun komunal. Pola penguasaan dan pemilikan ini memang tidak sama dengan 

standar hukum pertanahan formal yang didasarkan atas sertifikat kepemilikan, akibatnya terjadi 

benturan serius hukum positif dengan hukum adat/turun temurun/tradisional masyarakat dalam 

mengelola hutan tanah. 

Demikian juga dengan tanah sebagai objek sengketa yang sangat sensitif. Sengketa tanah di 

Indonesia seakan-akan tidak pernah surut. Banyaknya sengketa tanah terjadi dikarenakan 

perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat, sementara luas tanah sebagai tempat 

bermukim dan tempat untuk melakukan usaha bersifat tetap, sehingga persaingan antar-

masyarakat semakin banyak. Penyerobotan lahan ataupun pemalsuan sertipikat tanah menjadi hal 

yang sering terjadi. Demikian juga kasus penggusuran tanah yang berujung sengketa pun marak 

terjadi. 

Terjadinya kasus pertanahan tersebut menunjukkan belum baiknya administrasi pertanahan 

di Indonesia dan belum kuatnya kepastian hukum hak atas tanah. Hal itu memberikan gambaran 

bahwa tanah belum dapat memberikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, 

peran negara sangat penting dalam mengelola sumber daya alam, termasuk tanah, agar sumber 

daya alam dan tanah itu benar-benar mendatangkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia 

(Bappenas, 2013: 2). 

Bila ditinjau dari sisi objeknya, terdapat tujuh bentuk/hal yang terkait dengan kasus 

pertanahan di Indonesia, yaitu (1) pendudukan dan penyerobotan tanah-tanahperkebunan yang 

telah dilekati dengan Hak Guna Usaha (HGU), baik yang masih berlakumaupun yang sudah 

berakhir; (2) sengketa kawasan hutan; (3) sengketa yang berkaitandengan kawasan 

pertambangan; (4) tumpang tindih atau sengketa batas, tanah bekasmilik adat (girik) dan tanah 

bekas eigendom; 1 (5) tukar-menukar tanah bengkokdesa/tanah kas desa menjadi aset Pemda; (6) 

tanah eks partikelir dan (7) putusanpengadilan yang tidak dapat diterima dan dijalankan.Bila dilihat 



4 
 

dari subjeknya (pihak-pihak yang bermasalah), kasus pertanahan memperlihatkan sengketa 

masyarakat dengan masyarakat (termasuk investor), masyarakat dengan instansi pemerintah, dan 

antar instansi Pemerintah (Bappenas, 2013: 2). 

Dari uraian tersebut di atas belum ada yang menguraikan  tentang pemetaan karakter dan 

tipologi konflik pertanahan serta menyajikan solusi dari adanya konflik tersebut, Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam suatu hasil karya penelitian. 

B. Rumusan masalah 

Sehubungan dangan belum adanya penelitian yang mengupas tentang tentang pemetaan 

karakter dan tipologi konflik pertanahan dan solusinya maka permasalahan yanag akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakter dan  tipologi  konflik pertanahan di Indonesia?.  

2. Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik pertanahan?;  

3. Bagaimana solusi untuk penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 di atas ?. 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini ini adalah  

a. untuk mengetahui bagaimana tipologi dan Karakter konflik pertanahan yang terjadi 

di Indonesia, 

b.  apa latar belakang dari adanya konflik pertanahan  

c. untuk memberikan solusi yang berguna bagi para pengambil kebijakan dalam 

penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini secara umum terbagi ke dalam dua kategori. Yaitu yang 

pertama manfaat secara teoritis dan yang kedua manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis: 

Hasil penelitian ini berupaya, menginventarisir norma–norma yang ada dalam masyarakat 

maupun dalam peraturan perundang-undangan. mengenai penanganan dan penyelesaian 

konflik.                 
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2. Secara praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan, pertimbangan bagi

Kementrian ATR/BPN dalam penanganan dan menyelesaiakn konflik.
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BAB VI 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Karakter dan  tipologi  konflik pertanahan di Indonesia yang menonjol adalah terjadi Tipologi

Penguasaan Pemilikan tanah belum terdaftar, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah,

Penetapan Batas/Letak Bidang tanah, Peralihan Hak dan Tanah Ulayat.

2. Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik pertanahan adalah adanya campur tanagan mafia

tanah sehingga menyebabkan konflik tanah semakin membesar dan sulit diselesaikan karena

dengan potensi kekuatannya dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan;

3. Bagaimana solusi untuk penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan yang paling efektif

adalah dengan melakukan penyelesaian secara win-win solution melalui model mediasi yang

disertai dengan pemberantasan mafia tanah.

SARAN 

Menunjuk pada simpulan di atas maka saran rekomendasi dari Tim Peneliti  dalam penyelesaian 

konflik pertanahan yang cenderung meluas dan sulit diatas adalah dengan mengembangkan 

penyelesaian kasus pertanahaqn yang melibatkan unsur unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh2 

nasional maupun daerah dengan dilakukan pemantauan melalaui aplikasi teknologi yang dapat 

digunakan untuk memantau perkembangan konflik secara real time untuk dilakukan tindakan 

penyelesaian secara cepat. 
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